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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat,

karunia, dan ridha-Nya, sehingga penyusunan Rencana Aksi Kegiatan

(RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas lJayapura Tahun

2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan RAK ini

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara. RAK

fahun 2O25-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK Kelas I Jayapura selama periode lima tahun

ke depan. Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan

strategi, indikator kinerja, target kinerja, serta program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kekarantinaan

kesehatan di pintu masuk negara. Sebagai dokumen perenc€rnaan yang mengacu pada

periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 202$-

2029, kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki berbagai keterbatasan, oleh

karena itu, dokumen ini akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan

perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi.

Kami berharap RAK Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman dan acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKK Kelas I Jayapura, khususnya dalam

upaya mencegah masuk dan keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatian yang

berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, dokumen ini

diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian

kinerja, serta sasaran kinerja pegawai di lingkungan BKK Kelas lJayapura.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga RAK Tahun 2025-2029

dapat meniadi acuan bersama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif,

akuntabel, dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan

kekarantinaan kesehatan.

Jayapura, Januari 2026

l^"pala BKK Kelas I Jayapu

{

dr. Bambang Budiman, M.M
NlP. 19690531200601 1 001
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Jayapura sebagai UPT Bidang

Kekarantinaan Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang

organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan

yang mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya

penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara,

dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BKK Kelas I Jayapura melaksanakan 9

fungsi, yaitu penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran; pelaksanaan

pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang,

barang, dan/atau lingkungan; pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan

faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat

angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; pelaksanaan pelayanan kesehatan

pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; pelaksanaan penindakan pelanggaran

di bidang kekarantinaan kesehatan; pengelolaan data dan informasi di bidang

kekarantinaan kesehatan; pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di

bidang kekarantinaan kesehatan; pelaksanaan bimbingan teknis di bidang

kekarantinaan kesehatan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang kekarantinaan kesehatan. Dan pelaksanaan urusan administrasi UPT

Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BKK Kelas I

Jayapura dituntut mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk dari

Negara lain atau dari daerah lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat

perjalanan dan perdagangan, sesuai dengan lnternational Health Regulation (IHR)

tahun 2005 terutama dalam hal penanggulangan Public Health Emergency Of

lntemational Concem (PHEIC) atau Kekadarurata Kesehatan Masyarakat yang

Meresahkan Dunia yaitu dengan persyaratan kapasitas inti bagi bandara,

pelabuhan dan perlintasan darat agar setiap saat menyediakan akses, fasilitas

1
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diagnostik, sumber daya manusia yang berkompeten untuk pemeriksaan alat

angkut, orang, barang dan lingkungan guna cegah tangkal faktor risiko penyebab

penyakit di pintu masuk negara. Serta merespon kejadiaan yang dapat

menimbulkan PHEIC.

Ancaman penyebaran penyakit Mpox masih menjadi perhatian global sebagai

dampak dari penetapan PHEIC oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health

OrganizationMHO) yang ditetapkan tahun 2024. Penyakit Mpox pemah ditetapkan

sebagai PHEIC oleh WHO pada tanggal 23 Juli 2022 dan status PHEIC telah

dicabut pada tanggal 11 Mei 2023. Meskipun demikian, kasus masih terus

dilaporkan dan terjadi peningkatan kasus pada 16 negara (termasuk Republik

Demokratik Kongo) pada bulan Juni 2024. Jumlah kumulatif kasus sejak 1 Januari

2022 hingga 30 Juni 2024 sebanyak 99.176 kasus dengan 208 kematian yang

dilaporkan dari 116 negara. Dua regional yang melaporkan kasus paling banyak

pada bulan Juni 2024 yaitu Afrika (60,7%) dan Amerika (18,7o/o). Sejak Juli - Agustus

2024 letjadi penambahan kasus di wilayah Afrika dimana empat negara (Burundi,

Kenya, Rwanda, dan Uganda) melaporkan kasus mpoxpertama. Berbeda dengan

kondisi pada penetapan PHEIC sebelumnya yang disebabkan oleh clade ll, wabah

peningkatan kasus pada tahun 2024 di Republik Demokratik Kongo dan beberapa

negara tetangga (termasuk negara di luar Afrika) disebabkan oleh clade lb, yang

memiliki tingkat keparahan lebih tinggi dibandingkan clade ll. Mempertimbangkan

peningkatan kasus dan clade yang beredar di Republik Demokratik Kongo dan

perluasan penularan mpox di regional Afrika, pada tanggal 14 Agustus 2024,

DireKur Jenderal WHO menetapkan kembali status PHEIC untuk mpox dan status

PHEIC di cabut pada awal September 2025. lndonesia pernah melaporkan kasus

mpox pertama pada tanggal 20 Agustus 2022. Pada tanggal 13 Oktober 2023,

lndonesia kembali melaporkan 1 kasus mpox tanpa ada riwayat perjalanan dari

negara terjangkit (transmisi lokal). Per '15 Agustus 2O24, jumlah kumulatif kasus

mpox sejak 20 Agustus 2022 sebanyak 88 kasus yang tersebar di provinsi DKI

Jakarta, Banten, Jawa Barat, Dl Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan genomic sequencing yang dilakukan pada 54 kasus

konfirmasi di lndonesia, semua kasus (100%) disebabkan oleh clade llb.

Pada tahun 2026 terdapat penetapan PHEIC yaitu wabah penyakit ebola di

RD Kongo dan Uganda. Pada 15 Mei 2026, otoritas kesehatan RD Kongo dan Afica

Centers for Dlsease Control and Prevention (Africa CDC) melaporkan kembali

2
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wabah penyakit ebola di RD Kongo dan Uganda. Hingga 15 Mei 2026, telah

dilaporkan sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) kasus suspek termasuk 8

(delapan) konfirmasi di Provinsi lturi dan 80 (delapan puluh) kematian dengan CFR

32,5%. Selain itu, telah dilaporkan 2 (dua) kasus konfirmasi dengan 1 (satu)

kematian di Uganda. Pemeriksaan genomik menunjukkan wabah disebabkan

BDBV. Pada tanggal 16 Mei 2026, WHO menetapkan wabah penyakit ebola yang

disebabkan BDBV di RD Kongo dan Uganda sebagai PHEIC. Hingga saat ini,

lndonesia belum melaporkan adanya kasus terkonfirmasi penyakit Ebola. Meskipun

demikian, penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola tetap menjadi ancaman

kesehatan global karena memiliki tingkat fatalitas yang tinggi serta berpotensi

menyebar melalui mobilitas penduduk antarnegara.

Peran BKK di pintu masuk memerlukan sinergitas dengan pemangku

kepentingan dan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan

jejaring, koordinasi dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan. Sinergi

tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

yang efektif, terintegrasi, dan responsif dalam mencegah masuk dan keluarnya

penyakit maupun faktor risiko kesehatan masyarakat. Melalui koordinasi yang baik,

pembagian peran yang jelas, pertukaran informasi, serta pelaksanaan kegiatan

bersama, setiap pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam meningkatkan

kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat terhadap potensi kedaruratan

kesehatan masyarakat di pintu masuk negara.

Balai kekarantinaan kesehatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di

dukung oleh beberapa regulasi antara lain undang-undang kesehatan nomor 17

tahun 2023, Permenkes nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Permenkes No 'l tahun

2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan dan diperkuat

dengan Keputusan Direktur Jendral Pencagahan dan Pengendalian Penyakit nomor

HK.02.02lCl334l2O24lentang lim kerja di lingkungan unit pelaksana teknis di bidang

kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan kepdirjen tersebut ditetapkan susunan tim

kerja di lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan

Kesehatan terdiri dari lima tim kerja yaitu tim kerja surveilans dan penindakan

pelanggaran kekarantinaan kesehatan, tim kerja pengawasan faktor risiko

kesehatan alat angkut dan barang, tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan

lingkungan, tim kerja penga\ivasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan

Renmna Aksi Kegialan (ftAK) Talun 2025-2029
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dan situasi khusus dan tim kerja layanan publik dan zona integritas. Dalam hal

penindakan dan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara,

pelabuhan, bandara domestik diawasi oleh tim kerja surveilans dan penindakan

pelanggaran kekarantinaan kesehatan-

Perkembangan global yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia,

barang, alat angkut, serta perdagangan internasional telah meningkatkan risiko

masuk dan keluarnya faktor risiko kesehatan melalui pintu masuk negara. Di sisi

lain, perubahan iklim, munculnya new emerging dlseases, emerging dlseases dan

re-emerging diseases serta ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat menuntut

sistem kekarantinaan kesehatan yang semakin adaptif, responsif, dan berbasis

deteksi dini. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Balai Kekarantinaan

Kesehatan (BKK) dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dalam melakukan

pengawasan, deteksi dini, identifikasi faktor risiko kesehatan, serta respons cepat

terhadap potensi ancaman kesehatan di pintu masuk negara. Penguatan

kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi surveilans, penyediaan

sarana dan prasarana yang memadai, serta sinergi dengan kementerian/lembaga

dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas

pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Dengan kapasitas deteksi dan respons

yang semakin kuat, BKK berperan strategis dalam mencegah masuk, keluar, dan

menyebarnya penyak,t maupun faKor risiko kesehatan yang berpotensi

menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan

kesehatan nasional.

Penguatan digitalisasi menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan

efektivitas penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di BKK Kelas I Jayapura.

Transformasi digital diarahkan pada pengembangan dan integrasi sistem informasi

yang mendukung proses pelayanan, pengawasan, surveilans, deteksi dini, serta

pelaporan secara real time di pintu masuk negara. Pemanfaatan teknologi digital

memungkinkan proses verifikasi dokumen kekarantinaan, pengawasan faktor risiko

pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan serta pengelolaan data faktor risiko

kesehatan diwujudkan melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan

(Sinkarkes) dan SATU SEHAT. Pertukaran informasi dengan kementerian/lembaga

dan pemangku kepentingan terkait menjadi lebih cepat, akurat, aman, dan

terintegrasi diwujudkan melalui All lndonesia. Aplikasi AII lndonesia dapat

mendukung pelaksanaan kekarantinaan kesehatan melalui akses terhadap data

4

fl2r*+jb.dir.+h.dil.dit.rSil.ritlh,rh.dt.flir.eLl,dit,8l.dir.rlit.eh.d

Rencana Alsi lhgiatan (RAK) Tahun 2025-2029



perlintasan pelaku perjalanan internasional, sehingga memperkuat deteksi dini

faktor risiko kesehatan, penelusuran riwayat perjalanan, pengawasan terhadap

pelaku perjalanan yang berasal dari negara atau wilayah berisiko.

Penguatan digitalisasi tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapasitas

sarana skrining kesehatan di pintu masuk agar proses deteksi dini tidak hanya

mengandalkan data digital, tetapi juga didukung oleh hasil pemeriksaan lapangan

yang cepat dan akurat. Penguatan alat skrining, sepefti thermal scanner, alat

pemeriksaan suhu tubuh, perangkat pemeriksaan kesehatan portabel, serta

peralatan laboratorium, memungkinkan identifikasi awal terhadap pelaku perjalanan

yang memiliki faktor risiko kesehatan.

Berbagai tuntutan global, perkembangan regulasi dan tuntutan peningkatan

kualitas pelayanan kekarantinaan kesehatan, BKK Kelas I Jayapura terus

memperkuat kapasitas sumber daya manusia, tata kelola, digitalisasi, sarana dan

prasarana, serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyusunan RAK BKK

Kelas I Jayapura Tahun 2025-2029 menjadi pedoman strategis dalam

menerjemahkan arah kebuakan nasional ke dalam program, kegiatan, dan indikator

kinerja yang terukur, sehingga BKK Kelas I Jayapura mampu mendukung Sistem

Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif serta mendukung pencapaian

transformasi sistem kesehatan.

B. KONDISI UMUM

Pada Rencana Strategis (Renska) Kementerian Kesehatan Rl pada tahun

2020-2024lerdapat tujuh indikator yang mendukung visi, misi dan tujuan Kemenkes

Rl, indikator tersebut antara lain :

1. jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar

kekarantinaan kesehatan;

2- persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang,

alat angkut, barang dan lingkungan;

3. indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara;

4. nilai kinerja anggaran;

5. nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran;

6. kinerja implementasi WBK satker;

7. persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.
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Terdapat perubahan indikator kinerja BKK Jayapura pada periode tahun

2022-2024 yang merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap perubahan

kebijakan strategis Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Rencana Skategis

(Renstra). Pada awal periode, indikator kinerja mengacu pada Renstra Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024 yang kemudian mengalami penyesuaian pada tahun

2022 sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan, prioritas pembangunan

kesehatan, serta penguatan transformasi sistem kesehatan nasional. Pada tahun

2022 ditetapkan delapan indikator baru yang diterapkan pada tahun 2022 - 2024,

indikator tersebut antara lain :

1. indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PlBN;

2. persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang,

alat angkut, barang, dan lingkungan;

3. indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara;

4. nilai kinerja anggaran;

5. nilai lndikator Kineria Pelaksanaan Anggaran;

6. kinerja implementasi WBK satker;

7. persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya;

8. persentase realisasi anggaran.

Selanjutnya, seiring berakhirnya periode perencanaan tersebut, Kementerian

Kesehatan menetapkan Renstra Tahun 2025-2029 yang mulai diimplementasikan

pada tahun 2026. Dengan diberlakukannya Renstra baru tersebut, kembali

dilakukan penyesuaian indikator kinerja agar selaras dengan sasaran strategis, arah

kebijakan, dan target pembangunan kesehatan pe(iode 2025-2029. Oleh karena

itu, perubahan indikator kinerja pada tahun 2022 dan lahun 2026 merupakan bagian

dari proses penyelarasan terhadap dokumen perencanaan strategis Kementerian

Kesehatan guna memastikan bahwa pengukuran kinerja tetap relevan, adaptif, dan

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Periode lahun 2O25-2029 ditetapkan

tujuh indikator yang digunakan untuk mendukung pencapaian Renstra, indikator

tersebut antara lain :

1. persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko

kesehatan berpotensi KLBMabah;

2. nilai SAKIP Unit Kerja;

3. nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja;
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4. persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas

ditindaklanjuti;

5. persentase realisasi anggaran;

6. penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam

kategori merah kurang dari 2x24 jam;

7. penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance.

Dalam implementasi RAK tahun 2020-2025 ditetapkan target setiap tahunnya

dan di ukur realisasi capaianya, data tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Pencapaian Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2024 s.d 2025 BKK Kelas I

Jayapura
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Selama periode pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-

2024 dan revisi RAK lahun 2022 - 2024, berbagai upaya telah dilakukan untuk

mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah

kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja. Adapun kendala

yang dihadapi dan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kendalanya antara

lain:

1 . Koordinasi dan Sistem lnformasi

a. Rekonsiliasi data pelaku perjalanan antara BKI(KKP dan KSOP belum

berjalan rutin setiap bulan.

b. Perubahan kebijakan yang dinamis, terutama terkait COVID-19, menuntut

penyesuaian pengawasan di lapangan.

c. Pengawasan alat angkut melalui aplikasi SINKARKES dan pengisian

dokumen kesehatan kapal belum optimal karena kepatuhan pengguna masih

rendah.

d. Belum beroperasinya Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) di PLBN Skouw

menghambat pencapaian indikator pemeriksaan alat angkut.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

a. Belum tersedia fasilitas yang memadai untuk pemeriksaan orang sakit di

pelabuhan sehingga pelayanan belum optimal.

b. Pos pelayanan kesehatan di Pelabuhan Jayapura masih memiliki

keterlcatasan akses saat terjadi kepadatan penumpang.

c. Kerusakan mikroskop dan keterbatasan alat pemeriksaan lingkungan

(kebisingan, kualitas udara) menghambat pelaksanaan pengawasan

kesehatan lingkungan.

d. Belum tersedia pihak ketiga yang melakukan tindakan penyehatan alat angkut

(fumigasi kapal).

3. Keterbatasan SDM dan Kompetensi

a. Kekurangan tenaga entomolog, tenaga medis, dan paramedis menyebabkan

distribusi SDM belum merata dan pelaksanaan tugas belum optimal.

4. Pengawasan Lingkungan dan Keamanan Pangan

a. Kesadaran penjamah makanan dalam penggunaan APD masih rendah dan

sebagian besar belum memiliki sertifikat penjamah makanan.

b. Keterbatasan perangkap kecoa serta stok pengendalian vektor menjadi

kendala dalam survei penyakit berbasis lingkungan.
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5. Pengendalian Vektor dan Faktor Risiko Penyakit

a. Kekurangan SDM dan sarana pendukung menyebabkan pengamatan serta

identifikasi vektor belum optimal.

b. Perilaku masyarakat di wilayah buffer yang masih menyimpan air dalam

wadah terbuka menyebabkan tingginya risiko perkembangbiakan jentik Aedes

sp.

c. Edukasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku

masyarakat.

6. Kinerja Program dan Capaian Output

a. Terdapat beberapa rincian output yang tidak mencapai target atau tidak

terealisasi, terutama pada layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut,

pengendalian malaria, pengendalian diare, dan pengendalian faktor risiko

lingkungan.

7. Pengelolaan Anggaran

a. Efisiensi anggaran dan kebijakan penghematan pemerintah menyebabkan

perubahan rencana kegiatan serta tertundanya beberapa program yang telah

direncanakan.

b. Rendahnya realisasi PNBP mengakibatkan sejumlah kegiatan yang

bersumber dari dana PNBP tidak dapat dilaksanakan.

c. Keterbatasan anggaran berdampak pada pengadaan alat, bahan, dan

pelaksanaan kegiatan prioritas.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja organisasi BKK

Jayapura telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut terhadap kendala yang

ditemukan, baik melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya

manusia, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, maupun perbaikan tata

kelola pelaksanaan kegiatan. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Penguatan Koordinasi dan Jejaring Stakeholder

a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder pintu masuk, KSOP,

CIQS, serta mitra lintas batas negara untuk mendukung layanan

kekarantinaan dan kelancaran pertukaran data alat angkut, orang, serta

pelaksanaan program kesehatan pelabuhan.
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b- Mendorong sosialisasi kepada agen pelayaran dan nakhoda terkait

penggunaan aplikasi Sinkarkes, Risk EasedAssessment (RBA), dan Maritime

Declaration ot Health (MDH).

2. Peningkatan Komunikasi, lnformasi, dan Edukasi (KlE)

a. Memperluas penyebaran informasi terkait persyaratan layanan kekarantinaan

kesehatan, pengangkutan orang sakit, ibu hamil, bayi, dan jenazah melalui

media sosial dan media lainnya.

b. Melaksanakan edukasi berkelanjutan terkait MPox, pengendalian vektor, PSN

3M Plus, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga sanitasi

lingkungan.

3. Penguatan SDM dan Peningkatan Kompetensi

a. Melaksanakan pelatihan, OJT, dan pemberdayaan kader kesehatan,

khususnya terkait pengamatan vektor dan kesehatan lingkungan.

b. Mengusulkan penambahan SDM, terutama tenaga sanitasi lingkungan,

entomolog, tenaga medis, dan paramedis berdasarkan analisis beban kerja.

4. Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Vektor

a. Melakukan standarisasi pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan

pembinaan Tempat-Tempat Umum (l-TU).

b. Meningkatkan pengawasan kualitas air berslh melalui pemeriksaan

laboratorium pihak ketiga.

c. Mengoptimalkan survei vektor dengan penambahan perangkap kecoa,

pemberian larvasida, serta edukasi rutin kepada masyarakat.

5. Penguatan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan

a. Menyediakan pos pelayanan kesehatan di area pelabuhan untuk

mempermudah akses pelayanan dan pemeriksaan kesehatan.

6. Optimalisasi Perencanaan, Anggaran, dan Kinerja

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai

RPI(RPD serta memastikan pengisian Capaian Realisasi Output

(CRO/PCRO) secara tepat waktu dan akurat.

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan,

capaian output, dan penyerapan anggaran secara berkala.

c. Memperkuat koordinasi internal untuk mendukung efektivitas pelaksanaan

program dan akuntabilitas kinerja.
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7. Penguatan Tata Kelola dan Zona lntegritas

a. Membangun serta mematuhi komitmen bersama seluruh pegawai dalam

mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

b. Mendorong budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi

pada peningkatan kinerja organisasi.

C. TANTANGAN DAN POTENSI

1. Tantangan

a. Ancaman Global

Globalisasi perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat

mengakibatkan meningkatnya arus perdagangan, perekonomian, wisatia dan

transportasi yang semakin cepat membuat jarak antar negara seolah makin dekat

karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan

barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi

tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit sehingga menjadi

ancaman secara global.

b. Munculnya Emerging Diseases, New Emerging Diseases, Re-Emerging

lnfection Drseases)

Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus

perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga penjalanan dan penularan

penyakit antar wilayah/negara semakin cepat, yang mengakibatkan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) alau Public Health

Emergency Of lntemational Concem (PHEIC) kasus penyakit yang

penanganannya membutuhkan kerjasama secara lnternasioal, yaitu New

Emerging Drsease (Hanta Fever, Ebola, Hand Foot Mouth Disease, Avian

lnfluenza, SARS, dan Nipah Virus). Emerging Disease (HIV/AIDS, penyakit

menular seksual lainnya, Haemonagic Fever Dengue, Japanese B.Encephalitis,

Chikungunya, Cholen, Thyphoid & Salmonellosis, Malaria, dan Filariasis) seia
Penyakit Re-Emerying Disease (Pes, TBC, Scrub-Typus, Antrax dan Rabies

serta pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini) ) yang berpengaruh ke

segala sendi kehidupan termasuk masyarakat lndonesia.
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c. Ancaman Nubika

Tantangan dan ancaman Nubika (Nuklir, Biologi dan Kimia) di pintu masuk

negara merupakan isu serius yang perlu diantisipasi, termasuk ancaman Nubika

dalah ancaman Nuklir yaitu radiasi nuklir dapat menyebabkan kerusakan parah

pada infrastruktur dan masyarakat, ancaman Biologi yaitu penyebaran penyakit

menular seperti SARS, MERS dan flu burung (agen zoonosis) dapat terjadi

melalui pintu masuk negara, ancaman Kimia yaitu bahan kimia berbahaya

yang digunakan sebagai senjata atau masuk ke negara melalui perdagangan

illegal, yang berpengaruh ke segala sendi kehidupan termasuk masyarakat

Indonesia.

d. Letak Geografis lndonesia

lndonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari "17.504 pulau, memiliki

posisi sangat strategis 0alur Ialu-lintas dan perdagangan lnternasional), sehingga

banyak pintu masuk negara ke wilayah lndonesia. Hal ini menjadi peluang faktor

risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan antar wilayah/negara.

a. Letak Geografis BKK Kelas lJayapura

BKK Kelas I Jayapura merupakan salah satu pintu masuk negara/wilayah

dan juga pintu masuk Provinsi Papua, oleh karena itu lalu lintas orang dan

barang serta alat angkut padat sehingga potensial untuk dikembangkan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, maskapai penerbangan, agen

pelayaran dan Pelintas Perbatasan (saat ini masih terbatas karena Pos Lintas

Batas Negara Skouw belum dibuka secara resmi) maupun pengembangan

dalam upaya pengendalian faktor risiko dan cegah tangkal penyakit di wilayah

kerjanya.

b. Peraturan dan Kebijakan

1) lnternational Health Regulation (lHR) 2005

lndonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, memiliki komitmen

melaksanakan regulasi internasional di bidang kesehatan (1HR2005) dalam

peningkatan kapasitas inti Detecldeteksi, Preventlpencegahan dan

Respond/respon penyakit berpotensi KLB/wabah untuk mencegah

penyebaran penyakit dan/atau faKor risiko kes- masy lintas negara. IHR
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2005 merupakan Komitmen internasional (global) sebagai tanggung jawab

dan upaya bersama dalam mencegah penyebaran penyakit lintas negara.

2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagai upaya cegah

tangkal penyakit dan Faktor Risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)

alau Public Health Emergency Of lntemational C,oncem (PHEIC)

c. Koordinasi dan Jejaring Kerja

Penanganan masalah kesehatan di wilayah pelabuhan/

bandara/PLBN melibatkan instansi-instansi yang berkepentingan (stakeholders)

dalam suatu jaringan kerja serta koordinasi danjuga mencakup antar BKK se

lndonesia.

d. Kapasitas lnti (Cor Capacities)

Setiap Negara memiliki Core Capacities (National dan Point of Entry (PoE)

Capacities. Upaya kewaspadaan dipintu masuk seperti penguatan alat

fungsional, penguatan alat deteksi dini seperti termal scanner, alat evakuasi

(ambulance), penguatan kapasitas laboratorium.

e. Sarana Laboratorium

Kementerian Kesehatan mempunyai tanggung jawab besar dalam

mencapai sasaran strategis nasional di bidang kesehatan yang berkaitan dengan

Kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, gerakan hidup sehat di

masyarakat, dan penguatan sistem kesehatan melalui program kesehatran.

pengembangan dan penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium. yang

bertujuan untuk Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan respon cepat terhadap

potensi Kejadian Luar Biasa (KLB/wabah penyakit.

Sistem rujukan yang efektif memungkinkan pengiriman spesimen biologis

secara tepat dan tepat waktu dan aman ke fasilitas diagnostik dengan tetap

menjaga kualitas spesimen. Surveilans berbasis laboratorium merupakan

kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus memanfaatkan fungsi

laboratorium terhadap data dan informasi kejadian penyakit menular dan faktor

risiko yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit yang

terkonfirmasi pemeriksaan laboratorium dalam rangka menegakkan masalah

kesehatan.
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Terdapat 5 pilot project di lndonesia untuk menilai kapasitas surveilans

di pintu masuUPoE, rumah sakit rujukan, laboratorium kesehatan, salah

satu berada di Provinsi Papua, serta terdapat Balai Laboratorium Kesehatan

Masyarakat (Labkesmas) Papua. Ruang lingkup rujukan spesimen surveilans

berbasis laboratorium adalah Penyakit saluran pernapasan potensial

KlB/wabah: SarsCoV2, SARS, MERSCoV, lnfluenza, dll. Serta

Pengawasan/skrining pelaku perjalanan, cegah tangkal masuk atau keluar

penyakit dan faktor risikonya di PoE.

f. Sumber Daya Manusia

Permenkes Nomor"l0 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT

Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan Kepmenkes

HK.01.07/MENKES|2016|2024 tentang Wilayah Kerja UPT Bidang

Kekarantinaan Kesehatan Terdapat 51 UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan di

seluruh lndonesia dengan 286 wilayah kerja, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi

Melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau

faKor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas

batas negara.

BKK Kelas I Jayapura sebagai UPT Ditjen P2 saat ini tercatat memiliki

Sumber Daya Manusia (SDM), PNS : 46 orang, PPPK: 19 orang, dengan

komposisi dan jenis ketenagaan sebagai berikut :

1. Magister Kesehatan : 9 orang

2. Doher :3 orang

3. Apoteker : l orang

4. Sarjana Kesehatan :21 o.ang

5. Diploma lll Kesehatan : '18 orang

6. Magister Non Kesehatan : 1 orang

7. Sarjana Non Kesehatan :4 orang

8. Sekolah Menengah Atas : 6 orang
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Visi Presiden Republik lndonesia adalah 'Bersama lndonesia Maju Menuju

lndonesia Emas 2045", selaras dengan visi tersebut, Kementerian Kesehatan

menetapkan visi Tahun 2025-2029 yakni 'Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif

Guna Mewujudkan lndonesia Emas 2045'.

DireKorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) menetapkan visi selaras

dengan visi Kementerian Kesehatan yakni 'Populasi bebas penyakit mendukung

Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan lndonesia Emas 2045".

Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen P2

menetapkan visi yang sejalan dengan visi Ditjen P2 yakni "Pintu Masuk serta

bandara dan pelabuhan domestik yang bebas dari penularan penyakit dan faktor

risiko penyakit berpotensi KLB/wabah'.

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil

Presiden Petiode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu "memperkuat

pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

kesehatan, prestrasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran

perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang

disabilitas)'. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai

Prioritas nasional (PN) ke-a dahm RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN

dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan

Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

'l . mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;

2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;

3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan

responsif;

4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan

berkelanjutan;

5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
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6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan misi Kementerian Kesehatan, Ditjen P2 memiliki misi

sebagai berikut:

1) menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular melalui penguatan

intervensi promotif, preventif, kuratif , rehabilitative dan/atau paliatif berbasis

siklus hidup;

2) menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu,

merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan;

3) meningkatkan penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko

penyakit di masyarakat;

4) memperkuat imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;

5) meningkatkan kualitas sistem ketahanan kesehatan melalui upaya

penyehatan, pengamanan dan pengendalian faktor risiko lingkungan;

6) meningkatkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui

pendekatan STBM;

7) meningkatkan sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem

surveilans dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/wabah secara

terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di wilayah dan pintu masuk negara;

8) meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui

perencanaan berbasis data, transparansi anggaran dan pelaporan program;

9) monitoring dan evaluasi berkala dan objektif;

10) meningkatkan tata kelola program penanggulangan penyakit melalui

perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, evaluasi berkala, serta

penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi mulliseKoktor.

Guna mewujudkan misi Kementerian Kesehatan dan mendukung misi Ditjen

P2, Balai Kekarantinaan Kesehatan mempunyai misi sebagai berikut :

1) memantapkan sistem surveilans, kemampuan deteksi penyakit, pencegahan

dan pengendalian faktor risiko penyakit berpotensi KLB/wabah;

2) mewujudkan tata kelola pelayanan dan dukungan manajemen kekarantinaan

kesehatan yang bersih dan akuntabel yang didukung oleh sistem informasi

yang terintegrasi.
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C. TUJUAN

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, Kemenkes menetapkan 7 tujuan

yaitu :

1. masyarakat sehat di setiap siklus hidup dengan lndikator Usia harapan Hidup

SehaUHealty Adjusted Life Expectancy (HALE);

2. layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau, dengan lndikator;

3. cakupan layanan Kesehatan Esensial /Universal Health Coverage (UHC) Service

Coverage lndex;

4. sistem Ketahanan yang tangguh dan responsive, dengan lndikator; lnternational

Health Regulation (lHR) score;

5. tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan

dengan lndikator: Rasio belanja Kesehatan per kapita terhadap usia;

6. teknologi Kesehatan yang maju dengan Indikator: Persentase populasi yang

menggunakan Sistem lnformasi Kesehatan Nasional;

7. kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien dengan lndikator Nilai

Good Public Governance (GPG) Kementerian Kesehatan.

Searah dengan tujuan Kemenkes,Ditjen P2 menetapkan tujuan sebagai

berikut :

'1. masyarakat bebas penyakit menular dan tidak menular;

2. masyarakat berperilaku hidup sehat;

3. masyarakat mendapat layanan imunisasi lengkap sesuai siklus hidup;

4. masyarakat hidup dalam Lingkungan sehat;

5. sistem yang mampu mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman kesehatan

secara efektif dan cepat

6. tata kelola Ditjen P2 yang agile, efeKif dan efisien.

Sejalan dengan tujuan Ditjen P2, Balai Kekarantinaan Kesehatan menetapkan

tujuan sebagai berikut :

1. AIat angkut, orang, barang, dan lingkungan bebas dari penularan penyakit dan

faktor risiko Kesehatan;

2. Terbangunnya sistem respon cepat kegawatdaruratan medik dan rujukan, serta

pelayanan kesehatan situasi khusus;
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3. Tenvujudnya pelayanan kekarantinaan kesehatan yang bersih, akuntabel dan

prima;

4. Teruvujudnya SDM yang unggul dan kompeten serta sarana prasarana sesuai

standar dalam bidang kekarantinaan kesehatan ;

5. Tenivujudnya sistem informasi kekaratinaan Kesehatan yang terintegrasi dan

interoperable dengan stakeholder terkait.

D. SASARAN STRATEGIS

Kementerian Kesehatan memiliki Sasaran Strategis untuk periode tahun

2025-2029 yang disusun sebagai panduan utama dalam perencanaan dan

pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional, antara lain :

1 . meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif;

2. meningkatnya literasi kesehatan maasyarakat;

3. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes;

4. meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan;

5. meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan

daerah;

6. meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis;

7. meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan.

Sasaran Strategis Program Ditjen P2 lahun 2025-2029 disusun sebagai

bagian integral dari upaya nasional dalam mewujudkan masyarakat lndonesia yang

sehat, produKif, dan berdaya saing untuk mewujudkan lndonesia Emas 2045 yaitu :

1. meningkatnya proporsi kabupaten/kota yang menyelenggarakan skrining

penyakit tidak menular prioritas;

2. meningkatnya pengendalian penyakit dan faktor risiko penyakit tidak menular;

3. meningkatnya tatalaksana penyakit kanker;

4. menurunnya proporsi perokok usia 10-21 tahun;

5. meningkatnya produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi

batas maksimum kandungan Gula Garam Lemak (GGL);

6. meningkatnya Skrining kolesterol pada Puskemas;

7. menurunnya insiden penyakit menular;

8. meningkatnya eliminasi penyakit menular;

I
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9. menurunnya kematian akibat penyakit menular;

10- menurunnya proporsi obesitas di kabupaten/kota;

I 1. tercapainya imunisasi lengkap pada populasi;

12. menurunnya kejadian penyakit menular sensitif iklim;

13. meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara;

14. meningkatnya kabupaten/kota yang mendeteksi, merespon dan mengendalikan

faktor risiko kesehatan yang berpotensi KlB/wabah;

15. meningkatnya desa/kelurahan yang menerapkan lima pilar Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkelanjutan;

16. meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di kabupaten/kota

17. menurunnya jumlah KLB Keracunan Pangan;

18. meningkatnya kabupaten/kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan

iklim bidang Kesehatan;

19. meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian

Kesehatan.

Demi terwujudnya Sasaran Strategis Kemenkes dan Ditjen P2lahun 2025 -
2O29, Balai Kekaratinaan Kesehatan mempunyai sasaran strategis antara lain :

1 . meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko

kesehatan berpotensi KLB/wabah;

2. meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian

Kesehatan.

E. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

lndikator kinerja kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) tahun 2025 -
2029 pada RAK, sebagai berikut :

l. Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko

kesehatan berpotensi KLBMlabah

Definisi operasional : pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN)

maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap

alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon

terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLBMabah.
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Cara perhitungan : Jumlah Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN)

maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap

alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon

terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLBMabah dibagi

dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik dikali

100o/o.

Sumber data : SlNI(ARKES, Dashboard SSHP, SKDR, Lap rutin/bulanan.

2. Nilai SAKIP Unit Kerja

Definisi operasional : hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan

oleh Tim SKI untuk mengukur Tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualiias

Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP.

Cara Perhitungan : indeks Penilaian (Scoring lndex) berdasarkan kriteria yang

ditetapkan dalam instrument evaluasi SAKIP.

Sumber Data : LHE/KKE SAKIP.

3. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja

Definisi operasional : Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja diperoleh

melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian

Keuangan, yang terdiri dari : Kinerja atas perencanaan anggaran diukur

berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur

berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan

efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada

ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau

efisiensi SBK. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan

instrumen lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi

DIPA, deviasi halaman lll DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual,

penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang

Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan

capaian output.

Cara Perhitungan:.50 o/o Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang

terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai lndikator Pelaksanaan

Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)

Sumber Data : eMonev Kemenkeu.
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4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas

ditindaklanjuti

Definisi operasional : rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Unit Eselon ldan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah

dinyatakan lengkap.

Cara Perhitungan : jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang

ditindaklanjuti Unit Eselon lpada hasil monitoring tahun berjalan yang telah

dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di

Unit Eselon l.

Sumber Data : hasil Monitoring Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK yang

dikeluarkan oleh ltjen.

5. Pe6entase realisasi anggaran

Definisi operasional : membandingkan antara realisasi anggaran dengan target

realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan.

Cara Perhitungan : realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang

ditetapkan.

Sumber Data : Mylntress (My lntegrated Treasury System).

6. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut

dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam

Definisi operasional : Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan

pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil

risk based assesment dalam waktu kurang dari 2 x 24 iam, sejak alat angkut

masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun

Cara Perhitungan :jumlah dokumen kedatangan yang diterbitkan kurang dari

2124 jam dibagi total alat angkut kategori merah dikali 100%.

Sumber Data : dapat dilihat dari SINKARKES.

7. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKR zero tolerance

Definisi operasional : tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala

BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan

wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi

atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian

kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi

oleh pejabaulembaga yang ben renang.
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Rencana Alisi Kesiatan (RAK) Talun 2025-2029

Cara Perhitungan : jumlah penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK

berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh peiabaulembaga yang

benvenang.

Sumber Data : hasil pemeriksaan dari ltjen.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

Rencana A[si Keeialatr (fir{K) Tahur 2025-2029

A. ARAH KEBIJAKAN

Sesuai arah kebijakan Kementerian Kesehatan, maka dirumuskan arah

kebijakan dan strategi Ditjen P2 untuk mendukung arah kebijakan strategi nasional

dalam mencapai sasaran program lingkup Ditjen P2. Arah kebijakan dan strategi ini

dirumuskan dengan tetap menjalankan arah kebijakan dan strategi nasional.

Selaras dengan Renstra Kementerian Kesehatan, arah kebijakan Ditjen

Penanggulangan Penyakit selama lima tahun ke depan adalah ' Terselenggaranya

penanggulangan penyakit secara merata, terpadu, dan berkesinambungan di setiap

wilayah dan pintu masuk melalui implementasi transformasi Kesehatan untuk

menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan penanggulangan penyakit".

Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk

dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-

emerging, penyakit berpotensi menimbulkan KlB/wabah dengan meningkatkan

kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan

cepat melalui: penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah

dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos

pintu masuk negara serta wilayah; serta peningkatan kualitas kesehatan

lingkungan-

Dalam 5 tahun mendatang Ditjen P2 berkomitmen mendukung pelaksanaan

transformasi kesehatan melalui strategi: 1) Meningkatkan cakupan deteksi dini dan

tatalaksana penyakit dalam layanan primer, 2) Mengintegrasikan surveilans

penyakit dalam satu sistem informasi kesehatan nasional, 3) Mengembangkan

sistem pemantauan kualitas lingkungan yang terintegrasi dengan respon kesehatan

masyarakat, 4) Melibatkan multisektor (pendidikan, pekerjaan, lingkungan,

transportasi) dalam intervensi pengendalian penyakit berbasis faktor risiko, 5)

Memperluas edukasi publik, komunikasi risiko, dan kampanye perubahan perilaku

secara sistematis dan berkelanjutan, 6) Membangun sistem pembiayaan

berkelanjutan untuk penanggulangan penyakit, termasuk pemanfaatian pembiayaan

dalam negeri dan luar negeri. Selain itu penguatan terhadap pemenuhan sumber
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daya manusia terlatih, pemenuhan alat dan bahan kesehatan, penguatan regulasi,

dan peningkatan kualitas sistem pencatatan pelaporan juga menjadi strategi yang

akan dilakukan.

Arah kebijakan BKK Kelas I Jayapura guna mendukung pencapaian strategi

Ditjen P2, yaitu dengan:

1. Melaksanakan deteksi penyakit dan faKor risiko kesehatan berpotensi

KLB/wabah di pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik,

2. meningkatkan tata kelola organisasi dan pengendalian intern yang efektif dan

efisien

B. STR,ATEGI

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Jayapura telah merumuskan

arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni melaksanakan

deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KlB/wabah di pintu masuk

negara maupun pelabuhan/bandara domestik serta meningkatkan tata kelola

organisasi dan pengendalian intern yang efektif dan efisien. Arah kebijakan BKK

Jayapura dapat dicapai melalui strategi sebagai ber,kut :

1. surveilans aktif dan respon cepat penanggulangan terhadap penyakit dan faktor

risiko kesehatan berpotensi KLBMabah pada alat angkut, orang, barang dan

Iingkungan di pintu masuk sesuai standar kekarantinaan kesehatan;

2. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di BKK yang real time dan berbasis

elektronik;

3. pelaksanaan RPK dan RPD satker dilaksanakan sesuai waktu dan target yang

telah ditetapkan serta peraturan yang berlaku, melakukan mekanisme

pemantauan secara berkala untuk menjaga validitas data kinerja, serta

menyelesaikan rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun

sebelumnya;

4. memastikan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi anggaran secara disiplin

dan berbasis kinerja agar anggaran terserap tepat waKu, tepat sasaran, dan

menghasilkan output-outcome yang optimal;

5. memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara

tepat waktu dan berkualitas melalui penguatan koordinasi, pengendalian internal,

dan akuntabilitas unit kerja;
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6. menyusun perencanaan yang tepat dan akurat, melakukan percepatan

pelaksanaan kegiatan, memonitoring dan mengevaluasi secara berkala,

melakukan mitigasi rikso dengan memahami dan mengantisipasi kebijakan

pemblokiran anggaran sementara serta optimalisasi kartu kredit pemerintah;

7. surveilans aktif dan respon cepat penanggulangan terhadap penyakit dan faktor

risiko kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan risiko tinggi dalam waktu

kurang dari 2 \24 jam;

8. lmplementasi Zona lntegritas (Zl), digitalisasi layanan, penguatan

Whistleblowing Syslem (WBS), pengendalian benturan kepentingan (Conflict of

/nterest).

C. KERANGKAREGULASI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana

pelayanan maka sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan

pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Dalam menjalankan peran pemerintah ini

tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar

hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Selain peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga

diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Prosedur (SOP) yang di buat

oleh satuan kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu

dalam pelayanan. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan

Kesehatan kelas I Jayapura, saat ini sudah tersedia regulasi antara lain:

'1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan Ketiga atas Undang - Undang

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah.

3. PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Permenkes Nomor40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal

5. Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat

Vaksinasi lnternasional

6. Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona

lntegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani

7. Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.66

Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
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8. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis

Bidang Kekarantinaan Kesehatan

9. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan

Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar

Biasa (KLB), Wabah, dan Krisis Kesehatan

't2. Keputusan Direktur Jenderal P2P Nomor HK.02.04C1140112024 tenlang

Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk Serta Pelabuhan

dan Bandara Udara Yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana

Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

13. Keputusan Direktur Jendral Pencagahan dan Pengendalian Penyakit nomor

HK.02.021C133412024 tentang tim kerja di lingkungan unit pelaksana teknis di

bidang kekarantinaan kesehatan.

14. lnternational Health Regulation (lHR) 2005.

D. KERANGKAKELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

menyebutkan Unit Pelakasana Teknis Bidang Kekarantinaan adalah UPT yang

melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit

daniatau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar

udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada

alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatian pada

alat angkut, orang, barang,dan/atau lingkungan;
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4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat

angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;

6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;

7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;

8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan

kesehatan;

9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan

kesehatan; dan

11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura merupakan UPT Bidang

Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan secara administratif

dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direkorat Jenderal dan secara teknis

fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura

sebagai berikut:

Gambar l. Struktur Organisasi Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. CASCADING

Cascading atau keselarasan adalah proses penurunan visi, misi, tujuan dan

sasaran dari tingkat tertinggi ke unit-unit di bawahnya secara sistematis.

Kementerian kesehatan memiliki arah pembangunan kesehatan nasional yang jelas,

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit menurunkan kebijakan strategis

tersebut dalam bentuk program-program penanggulangan penyakit dan Balai

Kekarantinaan Kesehatan (BKK) mengimplementasikan strategi tersebut dalam

bentuk kegiatan teknis yang mendukung langsung indikator kinerja nasional.

Cascading indikator sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator

kinerja kegiatan memudahkan pengukuran kinerja. Setiap level memiliki indikator

yang relevan dan terkait langsung dengan pencapaian hasilnya-

Gambar 2. Cascading lndikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026 BKK Kelas I Jayapura
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B. TARGETKINERJA

Penetapan target kinerja disusun untuk jangka waktu lima tahun sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Target setiap indikator diselaraskan dengan indikator kinerja di BKK Kelas I Jayapura

dan disesuaikan setiap tahunnya, berikut target indikator kinerja lahun 2025 - 2O29:

Tabel 2. Matriks Target lndiaktor Tahun 2025-2029 BKK Kelas I Jayapura

C, KERANGKAKEGIATAN

Kinerja Kegiatan pada BKK Kelas lJayapura ditetapkan selaras dengan target

kinerja Ditjen P2 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen P2. Kinerja

Program BKK Kelas I Jayapura terbagi dalam kinerja Program pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, Program Sistem Ketahanan Kesehatan dan Program

Dukungan Manajemen . Khusus Program pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

program ini hanya berlaku di tahun 2025 dan tidak berlanjut di tahun berikutnya
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KODE TAHUN
2025

TAHUN
2026

TAHUN
2027

TAHUN
2028

TAHUN
2029

tKK 24.2.1

Pintu masuk yang
melaksanakan deteksi
penyakit dan faktor risiko
kesehatan berpotensi
KLBMabah

73% 76% 79% 820k 8SYo

tKM 33. 1 .'l Nilai SAKIP Unit Keria oc 83 83,25 83,30 83,35

Nilai Kinerja Anggaran
Unit Kerja 92,75 92,75 92,95 93,15

tKM 33.4.1

Persentase rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK
yang telah tuntas
ditindaklaniuti

950h o60/- 95o/o 95%

tKD 33.'t .1
Persentase realisasi
anggaran

9670 96% 96% 96% 96%

tKD 33.1.2

Penerbitan dokumen
layanan
kekarantinaan kesehatan
untuk alat angkut dalam
kategori merah kurang
dati 2Y24 jam

95% 95% oE 0/^ 95%

tKD 33.1.3
Penyalahgunaan
kewenangan Kepala BKK
zero tolerance

0 0 0
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mengingat mulai tahun 2026 sampai dengan 2029 Kemenkes sudah melaksanakan

program baru sesuai transformasi kesehatan. Target dan indikator Kinerja Kegiatan

serta kegiatan yang mendukung pada tiap program tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks lndikator, Kegiatan fahun 2025-2029 BKK Kelas I Jayapura
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INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN

KEGIATAN
TARGET

2025 2026 2027 2028 2029

DZ-Program Sistem Ketahanan Kesehatan
IKK 24.2.1 - Pintu masuk
yang melaksanakan
deteksi penyakit dan
faktor risiko kesehatan
berpotensi KLBMabah

7960.QAH.016 Layanan
Pengendalian FaKor
Risiko Linqkunqan

4 b 7 o

7960.QAH.017 Layanan
Pemeriksaan Orang,
Barang, Alat Angkut

2 15 20

7960.Q4H.U02 Layanan
Pengendalian Faktor
Risiko Penyakit Di
Bandar Udara

60 60 60

7960.QAH.U03 Layanan
Pengendalian Faktor
Risiko Penyakit Di
PLBDN

45 60 60 60

7960.QAH.U04 Layanan
Pengendalian FaKor
Risiko Penyakit Pada
situasi Khusus

14 50 50 50

7960.QAH.U07 Layanan
Pengendalian Faktor
Risiko Penyakit DBD

8 to to 16

7960.OAH.U08 Layanan
Survei Faktor Risiko
Penyakit PES dan
Leptospirosis

20 25

7960-QAH.U09 Layanan
Pengendalian Faktor
Risiko Penyakit Diare

10 20 20 20

7960.QAH.U10 Layanan
Pengendalian Faktor
Risiko Penyakit Malaria

2 tc 15 '15

7960.QAH.U'Il Layanan
Survey Faktor Risiko
Penyakit DBD

0 60 63 oc

7960.QAH.U12 Layanan
Survei Faktor Risiko
Penyakit Malaria

30 60 63 b5

7960.QAH.U13 Layanan
Survei Faktor Risiko
Penyakit Diare

0 60 63 65
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7960.QAH.U14 Layanan
Survei Faktor Risiko
Penyakit HIV AIDS

6 12 12 12

7960,QAH.U15 Layanan
Survei Faktor Risiko
Penyakit TB

3 6 6

7960.QAH.U18 Layanan
Kegawatdaruratan dan
Rujukan

18 40 40 40

7960.QAH.U19 Layanan
Pengendalian Faktor
Risiko Penyakit di
Pelabuhan

30 60 OU 60

7960.Q4H.U20 Layanan
Penemuan Aktif
Surveilans Migrasi
Malaria

2 5 5

7960.RA8.001 Pengada
an Alat dan Bahan
Kekarantinaan
Kesehatan
di Pintu Masuk

6 22 25

WA-Program O ukungan Manajemen
IKM 33.1.1 - Nilai SAKIP
Unit Keia

4815.E8A.958 Layanan
Hubungan Masyarakat
dan lnformasl

IJ 13

4815.E8D.961 Layanan
Reformasi Kinerja

5 5 5

4815.E8D.952 Layanan
Perencanaan dan
Penqanqqaran

4 5 (

4815.E8D.953 Layanan
Pemantauan dan
Evaluasi

4 5 5

IKM 33.2.1 - Nilai Knerja
Anggaran Unit Karja

4815.EBA.956 Layanan
BMN

4 4 4

4815.E84.962 Layanan
Umum

12 12 12

4815.E8A.963 Data dan
lnformasi Ditjen
Pencegahan dan
Pengendalian

2 2 2

4815.EBA.994 Layanan
Perkantoran

1 1 1 1

4815.EBC.954 Layanan
Manajemen SDM

I 9 o

4815.E8D.974 Layanan
Penyelenggaraan
Kearsipan

1 1 1

IKM 33.4.1 - Persentase
rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK yang

telah tuntas
ditindaklanjuti
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IKD 33.1.1 - Persentase
realisasi anggaran

4815.EB8.951 Layanan
Sarana lntemal

121 123 125

4815.E8C.996 Layanan
Pendidikan dan Pelatihan

52 60 65

4815.E8D.955 Layanan
Manaiemen Keuangan

to '16 16

IKD 33.1 .2 - Penerbitan
dokumen layanan
kekarantinaan kesehatan
untuk alat angkut dalam
kategori merah kurang
dari 2124 jam
rKD 33.1.3-
Penyalahgunaan
kewenangan Kepala
BKK zero tolerance

D. KERANGKAPENDANAAN

Pendanaan kegiatan pada BKK Kelas I Jayapura tahun 2025-2029 disusun

sebagai indikasi kebutuhan anggaran untuk mencapai target indikator kinerja

kegiatan yang dijabarkan tiap tahun. Kebutuhan pendanaan tersebut disusun

dengan memperhatikan target indikator tahunan serta prioritas penganggaran sesuai

prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan dan

Rencana Aksi Program Ditjen Penanggulangan Penyakit. lndikasi anggaran per

kegiatan selama 5 tahun pada BKK Kelas lJayapura sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Pendaan berdasarkan lndikator Tahun 2025-2029 BKK Kelas I

Jayapura
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NO KODE
INDIKATOR

KINERJA
KEGIATAN

ANGGARAN

2025 2026 2027 2028 2029

1 tKK2421 Pintu masuk
yang
melaksanakan
deteksi penyakit
dan faktor risiko
kes€hatan
berpotensi
KLBMabah

1.899 8'14 000 429.991 000 2 489 814 000 2.s00 520.000 2 800.500 000

2 rKM 33 1.1 Nilai SAKIP Unit
Ke.ia 885 944.000 4'18.687.000 420 600.000 423.000.000

3 tKM 33.2.1 Nilai Kinerja
Anggaran Unit
Keria

12 156 734 000 13 006.847.000 13.295.277.000 '14 860 000.000

4 tKM 33.4.1 Persentase
rekomendasi
hasil
pemeriksaan
BPK yang telah
tuntas
ditindaklaniuti
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Rencana Aksi I(esiatan (RAK) Tahun 2025-2029

NO KODE
INDIKATOR

KINERJA
KEGIATAN

ANGGARAN

2025 2026 2027 2028 2029

5 tKD 33.1.1 Persentase
re€lisasi
anqqaran

596 066.000 '1.085 486 000 '1 150 700 000 1.200.300.000

6 rKD 33.1.2 Pene.bitan
dokumen
layanan
kekalantinaan
kesehalan untuk
alat angkut
dalam kategori
merah kurang
dan 2124 tam

7 rKD 33 1.3 Penyalahgunaa
n kewenangan
Kepala BKK
zero tolerance

TOTAL 15.538.558.000 r3.436.838.000 17.289.264.000 18.171.920.000 19.283.800,000

I
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BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Monitoring adalah proses pengawasan atau pemantauan secara terus-

menerus terhadap suatu kegiatan, sistem, atau proses untuk memastikan bahwa

semuanya berjalan sesuai dengan rencana, standar, atau tujuan yang telah

ditetapkan, dengan maksud mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau

ketidaksesuaian dengan pelaksanaan kegiatan maupun pemanfaatan anggaran.

Monitoring dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara

berkala, lalu mengevaluasi data tersebut untuk mendeteksi adanya penyimpangan,

masalah, atau peluang perbaikan- Monitoring bertujuan untuk:

1 . Menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan;

2. Memberikan informasi yang akurat dalam deteksi dini pencapaian kinerja;

3. Mempertajam pengambilan keputusan;

4. Tindak lanjut penyelesaian kendala yang dihadapi;

5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan

RAK.

Monitoring progress pencapaian target indikator kinerja kegiatan dilakukan

secara rutin setiap bulan, setiap triwulan, dan didukung pula dengan evaluasi tiap

semester. Adapun jenis pemantauan yang digunakan yaitu melalui: e-Monev DJA,

e-Monev Bappenas, e-Performance, Monitoring Perjanjian Kinerja, Pengendalian

lntern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

B. EVALUASI

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara masukan (lnput)

dan keluaran (output) dan hasil (outcome) lerhadap rencana dan standard, evaluasi

merupakan suatu proses sistematis dalam mengukur ,menganalisis dan menilai

setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui

hasil capaian kinerja, identifikasi permasalahan, dan tindak lanjut yang

direkomendasikan sebagai bahan perumusan dan perbaikan

kebijakaniprogram/kegiatan, serta membantu penentuan penyusunan sasaran dan

target kinerja pembangunan secara tepat, dengan adanya evaluasi kita dapat
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mengidentifikasi kekuatian /kelemahan, dan dapat memberikan masukan untuk

pengembangan kegiatan yang akan datang.

BKK Kelas I Jayapura melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

untuk mengantisipasi potensi kegagalan atau tidak tercapainya tujuan dan sasaran.

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, tiap penanggungjawab kegiatan diharuskan

membuat laporan secara berkala yaitu setiap bulan, triwulan ataupun semester.

Evaluasi eksternal juga dilakukan dengan lintas sektor/stake holder terkait

pelaksanaan tupoksi di pintu masuk, evaluasi ini dilakukan minimal setahun sekali

dalam bentuk evaluasi tahunan maupun dalam bentuk rapat koordinasi bersama

stake holder. Berikut adalah penanggung jawab tiap indikator kegiatan BKK Kelas

I Jayapura:

Tabel 5. Penanggung Jawab.lndikator Kinerja Kegiatan BKK Kelas I Jayapura
fahun 2O25 - 2O29

35

KODE NO URAIAN INDIKATOR PENANGGUNG
JAWAB

Meningkatnya pintu
masuk yang
melaksanakan deteksi
penyakit dan faktor
risiko kesehatan
berpotensi
KLBArabah

tKK 24.2.1 1 Pintu masuk yang
melaksanakan deteksi
penyakit dan faktor risiko
kesehatan berpotensi
KLBM/abah

Tim Kerja '1 s.d Tim
Kerja 4

Meningkatnya tata
kelola organisasi dan
pengendalian
intern Kementerian
Kesehatan

tKM 33.1 .'l 2 Nilai SAKIP Unit Ker,a Sub Bagian
Administrasi Umum

tKM 33.2.'l Nilai Kiner,a Anggaran
Unit Keria

Sub Bagian
Administrasi Umum

tKM 33.4.1 4 Persentase rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK
yang telah tuntas
ditindaklanjuti

Sub Bagian
Administrasi Umum

tKD 33.1 .1 5 Persentase realisasi
anggaran

Sub Bagian
Administrasi Umum

tKD 33.1 .2 o Penerbitan dokumen
layanan
kekarantinaan kesehatan
untuk alat angkut dalam
kategori merah kurang dari
2v24 iam

Tim Kerja 2

tKD 33.1 3 7 Penyalahgunaan
kewenangan Kepala BKK
zero tolerance
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C. PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan tahun 2025 - 2A29 pada

BKK Kelas I Jayapura dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pengendalian,

monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

direncanakan. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Setiap tim kerja dan sub bagian administrasi umum menyusun laporan

pelaksanaan kegiatan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan dalam

RAK.

b. Laporan memuat realisasi fisik kegiatan, realisasi anggaran, capaian indikator

kinerja, kendala, dan tindak lanjut.

c. Penyampaian laporan dilakukan secara berkala kepada pimpinan sesuai

ketentuan yang berlaku.

d. Seluruh laporan dilakukan verifikasi dan evaluasi sebagai dasar pengambilan

keputusan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan pelaksanaan RAK dilakukan secara berkala setiap bulan dan

dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan. Pelaporan berisi

capaian indikator kinerja kegiatan, identifikasi permasalahan, strategi pelaksanaan,

kegiatan dan monitoring dan evaluasi. Capaian indiaktor kinerja kegiatan dilakukan

evaluasi setiap semester dan tahunan melalui reviuw SAKIP serta RAK direviuw

setiap tahunnya pada awal tahun untuk melihat keselarasan data dengan kondisi

tahun berjalan.
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BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I

Jayapura Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan,

pengukuran, pelaporan, dan akuntabilitas kinerja BKK Kelas I Jayapura dalam kurun

waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, bagian dan kelompok tim kerja di BKK

Kelas I Jayapura mempunyai target indikator kineria yang telah disusun sesuai

ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua kelompok tim kerja atau bagian di

BKK Kelas lJayapura, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi

disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Diharapkan melalui penyusunan RAK BKK Kelas lJayapura, upaya dukungan

manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam upaya mencegah masuk dan

keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan

kedaruratan kesehatan masyarakat khususnya di pintu masuk negara maupun

pelabuhan/bandara domestic dan umumnya pembangunan kesehatan untuk

menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta

pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka

akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAT{ 1

DEFINISIOPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA XEGIATAN OKX)

NO KODE INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN

1 tKK 24 21 Pintu masuk yang
m6bk86naken deteksi pgnyakit
dan faktor dsiko kosahatran
borpotensi KLBMabah

Pintu masuk n€gara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuharv banda€
dom$tik yang molakuken p€meriksaan tefiadap alat angkut, orang, barang dah
lingkungan delam renoke det6k9iden cspon terhadap ponyakitdan faklor risiko kos€hstan
berpotsnsi KLB/Wabah

's€tiap pinlu masuk intemasionol/ domostik mem€nuhi kriteria apabila molabanakan
pengawasan/pemoriksaEn untuk ke 4 nya/ seluruhnya

Juml8h Pintu masuk oegara (polabuhen/ bandar
udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domssuk yang
melakukan pomeiksaan terhadap alat sngkut, o€ng,
barang, dan lingkungan dalam rangka det€ksi dan rcspon
tsrhedap penyakit dan faktor nsiko kes€hatan beeotensi
KLBMabah dabagi dengan seluruh pintu masuk negara
maupun pelabuhan/ bandare domestik dikali 100%

SINKARKES
Dashboard SSHP
SKDR
Lap rutidbulandl

2 tKlr 33.1 1 NilaiSAK|P Unit Keqa Hasil evaluaEi secara tgrotrukfur dan objoktif yang dilakukan ol€h Tim SKI untuk mongukur
tingket keberhasilan, konsastensi, d6n kualitas Unit Keia dala6 menerapkan SAKIP

lndeks Penilaian (Scoring lndex) b€rdasa*an kiteria
yengditotapkan dalem instrumsn ovalua3i SAKIP.

LHE/KKE SAKIP

3 IKM 33.2 1 Nilai Kineie Anogsrsn Unit
Korje

B€samye Nilai Kinerja Anggeran ljnil Kede diporoleh melalui perhitLrngan kineia
menggunakan aplikasio Monov Kementedan Keuangeh, yang terdiridari :

Kinora atas perenc€naan anggaran diukur bodasarkan efektivites den efisionsi
penggunaan anggalan.
Efeklivrtes diukur bordgsarkan egregasi c€paien IKP dan agregasi cepaian RO, s€dangkan
eisionsi diukur berda8arkan Agr€gasi capaian RO d€ngan mengacu pada ketantuan terkait
Standar Biaya yang meliputi: ponggunaan SBK dan/atrau ofisiensi SBK
Nilaj Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur m€ngqunakan instrumen lndikator Kjneia
Pelaks€naan Anggaren (IKPA), t€rdifl atas revisi OIPA, deviasi halaman lll DIPA,
ponyerapan anggalan, belahja konhaktual, p€ny6les6ian tagihsn, pong€lolaan uang
PeBodiaa0 dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), disponsesi Sur6t Perintah
Mernbayer (SPM) dan capaian ouFut

50 ol Nilai Kineia ala6 Per6ncanaan Penganggeren
(yang tediri 75% ofektivitas + 25% ofisieNi) diteftbah
50% N ar lndrkator Pelaksen8en Anggaran (sesuai
d€ngEn p€rhitungao IKPA)

el\,,lonev Kemenkeu

KM3341 Pers€ntas€ rekomgndesi hgsil
p€moriksaan BPK Yang telah
tuntas ditindaklanjuti

R€komendasi hesil pomerikseen BPK yang ditindaklenjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor
APIP capaian tindak lanjutnya s6rta telah dinyatak€n lengkep

Juhlah rakom€ndesi hesil porn€riks€en gPK ysng
ditindaklaniut Unit Eselon I pada hagil monitoring tahun
borjalqn yang tol6h dinyatakan l.ngksp dibagijumlah tolal
rekom€ndasi hesil pemeriksaan BPKdi Unit Esolon I

Iti6n
(Hasil Monitoring
Pemantauan Tindak Lanjut
LHP BPK)

5 tKD 33.1 1 P€rsontas6 realisasi anggaran Membandingkan antare rgalisasi anggaran d€ngeh targgt realisasi anggaran yang
ditetapkan bedasa&an pagu yang ditetapkan

Realisasi anggaran dlbandlngkan dengan pagu yeng
ditstapkan

I\rylntorsss

6 tKo 33.1.2 P€nelbitan dokumen layanan
kekarantinaan kos6haten untuk
alet engkut dalem
kategon m6rah kuaang dari
2v24 )am

Penelbitan dokumon layanan kekarantinaan kesehatan pada k€datanoan alet angkut
clengan katogori risiko tinggi (morEh) s&uai hasil risk bes6d ass*mont clelam waktu
kuhng dad 2 x 24 jam, s6jak alat angkut nasuk diwilayah p€rairan pintu masuk setompat
selama kurun waktu 1 tahun

Juml6h dokumen kedatangan yang ditgrbitkan kurang dari
224 jem dibagitotal alet angkut kgt6gori m6rah dikqli
100%

Sinkarkas

7 tKD33 13 Peoy6lahgunaan kew6nangen
Kepale BKK zoro
lol€rance

Tidak dllemukannya ponyalahgunaan kewenanoan Kopale BKK yang meliput tindskan
melSmpaur \ /ewenaog, mgnc,ampuraclukkan {6t/venang, dadatau bertiMak sewenano-
w€nang, brmasuk lindakan melakuken g€suatu alau lidak molakukan s€suatu untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan pih€k lain yang tdak sBBUsi dengen tujuan
pemberian kew€nangan tersebut yang berdasarkan hasil audit d€n/at6u rokomendasi
rosmi ol6h pojabaulembaga yang beMenang

Jumlah p€nyalahgunaan kowsnangan K6pala BKK
berdasa*en hasilaudit dadateu Ekomenda6i ,€smi oleh
pelebaulombaga yang b€Nonang

lq6n

SUIIBER DATA



Lampiran 2

lndihtor
Kinerj.

Kegi.t n
Rincian outsut Xegiatan (Xomponon)

Anggaran (Rp)

2025 2026 2027 2028 2029

1 it dan risiko berpolensl 1.899.814.000 429.991 .{X}0 2.489.814.000 2.500.520.000 2.800.500.000

LayEnan Pengendalian FaklorRisiko Lingkungan Pengondalian Fektor Risiko Lingkungen 43.436.000 7 624.000 43 435 000 43 436 000 43 436 000
Layanan Pemedksaan Orsng, Barang, AlatAnqkut Peoeriksaan Orang, Barang, Alal Angkut 15S.902.000 r 360.000 159 902 000 159 902.000 159 902.000

Layanan Pengondslien Fektor Risiko PonyEkil di Bsndar Udera Peleksang6n Kekelantinaan Kes6hatan di Bandara 118.800.000
31.680.000

118 800 000 118 800 000 118.800 000

Leyanen Pengondelian Fektor Ri8iko Ponyakil daPLBN Layanan Xekorrntinaen KeBehotan di PLBN 79 200.000 39.600 000 79 200.000 79 200 000 79.200 000

Layanan Pengendelian Fektor Risiko Ponyakit Peda situesi Peleyenan ke6oheten pede situesi khusua 179 200 000
23 660 000

179 200 000 179.200 000 179 200 000

Layanen Pengtsndalian Fektor Risiko Panyakit DBD P6ngendalian vektor DBD 19.616.000 9.808 000 19 616 000 19 616 000 19 616 000

Leyenan Surv€i Fsklor Ri8iko Penyakit PES dan L6pl@pto6is Leyenan 3urvei veklor p€s 131 895 000 131 895 000 131 895 000 131.895 000

Layanan Pengendalian Faktor Ri8iko Penyakit Diere P6ngendalien v6ktor dia16 I 640 000 4.820 000 I640.000 9 640.000 9.640 000

Lsyensn Pengendolian Faktor Risiko P6nyakil Malsrie Pengendelian Voktor Malaria 20 430 000 2 724.000 20 430.000 20 430 000 20 430 000

Layanan Surv€y Fektor RiB*o Penyakil DBD P6lakBeneen surv6i v6ktor DBD 30 240 000 30 240.000 30.240.000 30 240.000

LayanEn Survei Fakl,or Rbiko Ponyakil Malaria Surv€ivoklor malaria 103.200 000 51 600.000 103 200 000 103.200.000 103 200 000

Layanan Survei Faklor Rlsiko P€nyakit Diar€ Surv€rveklor diare 31 800 000 31 800 000 31.800 000 31 800 000

Lryanan Survei Faklor REiko P€nyakit HIVAIOS Pelak6anesn poncagahan p€ngendelisn HIV AIOS 15 768 000 7.884.000 15 768 000 15.768 000 15 768 000

Lsyanan Survei Faklor Risiko PenyakitTB Detsksidinit€rduga TB 32 730 000 16 36s 000 32 730.000 32 730.000 32 730.000

Layanan Kegawaldaruretan dan Rujuken Layenan k69awatdarurstan 127.400.000 14 832 000 127.400.000 127.400 000 127 400 000

Layanan Pengendalian Faktor Ri8iko Ponyakit diP€lebuhan Layanan Kekarantinaen KsBofutan da P€labuhan 129.360.000
19 800.000

129 360.000 129 360 000 129.360 000

Layan6n Pen6muanAktif Surveilan8Migrasi Malari6 Layanan P€nemuan Aklif Survoilans Migrasi Maleria 4.850 000 1 940.000 4 850 000 4 850 000 4 8s0.000

Pengedeen Alet dan BehEn Kakarentinaen K66ehatan
di Pintu Ma6uk

P€ngadeEn Alal dan Bahen Ke6€hatan 662.347.000 163 387.000 662 347 000 662 347 000 806 884 000
Psogadeen Alal dan Bahan P6nunjsng Kekarantinaen 32 907 000 590 000 000 600 806.000 756 149 000

2 NilaiSAK|P Unit Kc.le 8E1i.944.00{) 418.687.000 !t20.aoo.txlo ,r23.000.000

Laygnan HubunO€n Ma6y6rakal dgn lnlotmasi 8 200 000 14 600 000 14.600.000 14.600.000
Leyanan Refomasj Kin64a Refomasi Birokrasi Dilien P2P 56.254.000 56 254.000 56 254 000 56.254 000
Leyanan Per€ncanaan dan PengEnggeran Rcocena progrum penc€gehan pong.ndelian penyakit dan

dukunoEn manai6m6n
89.027.000

Layanan Pemantauan dan Evalussi Pemantauan, ev6luasi dan p€laporen progrem 71 905.000 94 266 000 96 179 000 96 179 000
Pclaklanaan Koodinasi linta8 progrEm linl,ar sektot
avalua3i orooram

67 600 000
75 513.000 75 513.000 75.513 000

Leyeoan Maneiom€n K6usngen P6ng6lolsan Kauengen Ditjen P2P 90.822 000
Pen96lolean P6rbGndahareen Ditj6n P2P 30.197.000

Layanan Sarana lntornal Pengadaan kendalagn b€rmotor 120 000.000 178 054.000 178.054.000 180.454.000
Pengadaan Fasilites P€ft anloran

Layanan Pendidikan dan P6latihan Layanan Pondidikan dan Delstrhen SD[, Ditj€n P2P 114.057.000

Pelatihan Kesehatan Pelstihsn Bidang Kesehalan 237 882 000

3 Nilai Kinerja AnggEren Unit Keie r2.,t58.734,000 1 3-000.847.000 r3.296.277.000 14.t00.000.000 14.860.000.000

Layanen BMN Pengelolaan BMN 40 000 000 53 332 000 53 332.000 53.332 000
Layanan Umum Layanan umum dan perlcngkapan 41.037.000 37 700 000 37 700.000 37.700 000
Data den lnlormesi Dilion P6nc€gahan den Peng€ndalisn Oata dan lnformasi Ditj€n P€ngendslian Penyakil 4 4@ 000 6 500 000 6 500.000 6.500 000
Layanan Pe*antoran Gajidan Tunjangan 7 727 44A.OOO 1018s.846.000 10.185.846.000 10.990.569.000 11.750.s69 000

Op6€Bional dan Pefielih6raan Ksntor 4.298 732.000 2.821.001.000 2 966.722.OOO 2.966 722 000 2.966.722 000

MATRIKS KEGIATAN DAN ANGGARAN



Anggaren (Rp)
No.

lndik.tor
Kineri,

Kegirt n
Rincian output Kegi3t n {Komponon)

2025 2026 2027 2020 2029

Layanao Manajemen SDM Layansn Admnrslrasr Kcp.€Eweien Dllcn P2P 40.117.000 40 't77.Na 40177.000 40.177.000
Layanan Psny6lenggaraan Koelslpan P6nyBlenggaraan K6arsipan 5 000.000 5 000 000 5.000 0005 000.000

4 Porscntase rckomendaai hesilpameikssan BPK yahg tolEh tuntes dilin&klaniuti

5 Perlentase rcali6a6i anggaren 59G.0A6,000 1 .086.48€.000 ,t.t50.700-om
1 .200-3tx)-Oa0

Pengedaen kendaradn b6rmotorLayaneo Serane lnl€rnel
Pengod60n Fasalitas P€rkanto€n 6r6129.000 681.343 000 730.943.000

Layenrn Pendklikan dan Pelstihan Leyenan Pendidiken den pelgtrhBfl SDM Ditien P2P 348 338 000 348.338 000 348.338.000
P6ng6lolean Keusngan Dition P2P 90 822.000 90.822 000 s0.822.000Layanan Manai6men Keuangsn
P6n9olol8an Perb€ndEharaan Ditjen P2P 30 137.000 30 197 000 30.197.000

Pongadaen AlEt dan Bahan Kekarantinasn Kosshetan
di Pinlu Me6uk

Pengadaan Alat dan Bahan Kosehstan

P6ngedsen Algl dan Behen Ponunjang Kskarentinaan 596.066 000

6 P6h6rbitan dokum€n layanEn kekaranlindan kr!.heten untuk alst sngkul delam kai.gori merah kuEnq dad 2x24 iam

7 P€nyalahgunaan kewenangan Kepala BKK 2610 tolerance

TOTAL ANGGARAN 15.538.558.000 13.436.838.000 17.28S.264.000 18.t71.920.000 19.283.800.000

-

I-
I-



Lampiran 3.

STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

No lndiketor Kineda Kegiaten Strat€gi Pgocapaian lndikator
Wahu

pslakranaan Lokus Lintaa Program Lintas Soktor
ilitra Pembangunan

(!wa6ta/masyaaakauinternasional)

1 Pintu ma6uk yang moldk3aoakan
detek8i p€nyakit dan fektor risiko
kgseheten berpol€nsi KLB/Webah

'1. Pengewasan penyakil bgrpotonai KLBlrabah
2. Pgngawasan dan penerbiten dokumen kekarantinean
kesehaian alal angkut (COP, PHOC, SSCEC/SSCC.
Healh Book, sortifikat P3K, ecntifikat air)
3. Pengawesan polaksanaen tindakan k6kamntinaan
ke3ehaian (disinleki, diBirueki, dekontamlnasi,
deratiaasi)
4. Pongawasan taktor risiko kosohatan pada
kedatangan dan kebsrangkatan alat angkut
5. Pengewgaan, pomE.ik8aen dan psnerbitan dokumgn
kekarantinaan k6shalen tofiEdap o.ang,
kegawatdaruratan dan aituari khusua
6. Pongawgsan dan pemerikoean fektor risiko koEahgtan
lingkungan
7. Pengendalian faktor risiko kcsehatan ingkungan

Setiap BL/lan 5 Wiiayah Kerja BKK
Jayapura :

Pelabuhan JayapLlra,
Pelabuhan Sarmi. Bandara
Sentani, Bandara Wamsna,
PLBN Skollw

Direktorat SKK,
Dinas
Kesehatan
Provinsi, Dinas
Kesehatan
Kote,4<abupat6n

KSOP, lmigrasi,
Angkasa Pura, Bea
Cukei, P.lindo,
BNPP, Navigasi, Air
Navigalion, Satrol
kodaoral X

Agon pelayaran, maBkapai
p9nerbangan, agen havql, klinik binaen
BKK Jayapura, JaBa boga, Tempat
pongolahan pangan

2 Nilai SAKIP Unit Kerja 1. Menyugun p€rgncahaan kingrja dan rencana rgncana
strelegis yang 36lara9 dengan visi, misi, serta lujusn
organi9asi.
2- Melakukan pengukuran kineda s€c€ra berkala yang
menggungksn indikator berbseie hagil bukan hanya
kegiatan-
3. Menyusun leporan kineria (LAKIP) sec€ra tepat waktu
dan berkualitas serla mengoptimelkan pomanfaatEn
data untuk m€ndukung pengambilan keputusan.
4. Menggunakan hasil ovaluasi akuntabilibs kinerja
sebagai dasar perbaikan program, kogiatan, dan
kebijakan.

Per Semeslor
dan Per Tahun

BKK Jayapura Biro
Perencanaan
dan Anggaran,
Biro Keuangan,
Itjen, Tim Keda
da lingkungan
S6tditj6n P2

Bappenas,
K6ment6rian
kouangan

3 Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja 1. Menyusun Halaman lll olPA (rsncana kas) secara
realislis seEuai jedwal kogialan untuk mengurengi
deviasi.
2. Meningkatkan belanja konfaktusl secara merata,
tidak menumpuk di akhir tahun, dan m€mp6rc6pel
penyelesaian tagihan
3. Monyolesaikan pagu minug segera melalui revisi
anggalan
4. Memastikan p€laporan capaian output dilakukan
disiplin, akurat, dan tepat waktu (maksimal 5 hgri kerja
bulan berikutnya).

Setiap Bulan BKK Jayapura Biro
Perencanaan
dan Anggaran,
Biro Keuangan,
Itjen, Tim Kerja
dilingkungen
Setdiqon P2

Kem6nt6aian
k6uangan



No. lndikator Kineria Kogiatan Sbategi Poncap.i.n lndikator W.ktu
p6lak36nean Lokua Lintas Program Lintas Sektor

Mitra Pombangunan
(rwaste/maayarekaUlntemaslonal)

4 Pergsntase r€komendasi hasil
p€mgriks€an BPK yang t6lah
tunlas ditindaklanjuti

1. menyusun rcncana aksiyang spesifik, mencakup
langkah tekni3, unil penanggung jawab, dan tenggat
waktu p€nyel6saian untuk s€tiap rekgmendasi BPK
2. Keterlibalan aktif pimpinan dalam memonitor progres
peny6lesaian
3. Melakukan talaah dan v€rifikaai dokumen pondukung
sebelum digerahkan ke 8PK untuk mBmastikan kualitas
bukti tindak lanjut 3udah momadai
4. Evaluasi secara berkala

Per Tahun
(menyesuaikan
dengan jadwal
pemefiksaan
BPK)

BKK Jayapura Itjen, Tim Kerja
di lingkungan
Setditjen P2

BPK

5 Persentase realisasi anggaran 1. Aktifitag Pra Dipa untuk peragpatan pengaan barang
dan jasa yang manjadi priorita8 den pomutahiran RPD
2. Akgslerasi tigihan kontraktual
3. Revisi 9ng98ran yang regponsif
4. Ponguatan pongawasan intamsl oleh SKI
5. Sinkronigagi realisasi dan capaian ouFul

Setiap Bulan BKK Jayapura Bim
P€rencanaan
dan Anggaran,
Eiro Keuangan,
Itjen, Tim Kerja
dilingkungan
Setditjen P2

Kementerian
keuangan

6 Penerbitan dokumen layanan
kekarantinaan kesehatan untuk
alat angkut dalam kategori
merah kurang dari 2x24 jam

1. Surv€ilans Kodatangan alat angkut di pintu masuk
melalui Risk Ba8ed Assessment (RBA) untuk
mengidentifikasi alet angkut dengan risiko tinggi (merah)
2. Melakukan analisa Iaklor risiko kesehatan pada elat
angkut dengan status RBA merah
3. Melakukan pengendalian faktor risiko pada alat
angkut dan m6n6rbitkan dokumen COP

Setigp saat
sesuaijadwal
kedatangan alat
angkirt

Pelabuhan Jayapura dan
Pelabuhan Sarmi

Direktorat SKK,
Dinas
Kosehatan
Provirci. Oinas
Kesehatan
Kota^(abupaten

KSOP, lmigrasi,
Angkasa Pura, B6a
Cukai, Pslindo,
BNPP, Nevigasi, Air
Navigation, Satrol
kodagral X

Agen pelayaran

7 Penyalahgunaan kowenangan
Kepala 8KK zero toleradce

L Peflandatanganan Pakta lntegritas & Komitmen Zl
2-Sosialisasi Kode Etik
3. Digitalisasi Pembayaran (Ca8hless)
4. pengEwagan dan respon terhadap laporan
pengaduan yang disampaikan
5. Survei PoreepsiAnti Korupsi

Setiap bulan BKK Jayapura SKI lgen, Tim Kerja di
lingkungan Selditien
P2


